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WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 57 TAHUN 2019
TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

. bahwa dalam rangka kelancaran penatausahaan

keuangan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kota Pekalongan dan
kelancaran pelaksanaan sistem akuntansi berbasis
akrual, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 35 Tahun
2014 tentang Sistemm dan Prosedur Akuntansi
Pemerintah Kota Pekalongan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota Pekalongan tentang Sistem dan
Prosedur Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1930
tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-
Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19534 Nomor 40, Tambahan



Memperhatikan :

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5589);

. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 12988

tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati
II Pekalongan, Kabupaten Dati [I Pekalongan dan
Kabupaten Dati II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun
1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3381};

. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor S165).

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia TAhun 2019 Nomor 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322).

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban



Bendahara Serta Penyampaiannya;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Walikota adalah Walikota Pekalongan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia.

Pemerintah  Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai
unsur penyelengara Pemerintah Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai
dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian,
pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, pengingterpretasian
atas hasilnya, serta penyajian laporan.



10.

11.

1

13.

14.

135.

16.

17.

18.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat SAP
adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun
dan meyajikan laporan keuangan pemerintah.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual
maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data,
pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan pemerintah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum
daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD dalam hal ini adalah Badan Keuangan Daerah Kota
Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
dalam hal ini Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan
adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis
dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengeloaan
keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah
pada umumnya.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari atas
satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas  akuntansi adalah unit pemerintahan  pengguna
anggaran/pengguna barang  dan oleh karenanya wajib
menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk
digabungkan pada entitas pelaporan.

Laporan Keuangan Konsolidasian adalah suatu laporan keuangan
yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas
alkuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
Laporan Keuangan Interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan
diantara dua laporan keuangan tahunan.



BAB II
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANGSI

Pasal 2

Sistem dan Prosedur Akuntansi mengatur Sistem dan Prosedur
Akuntansi di SKPD dan PPKD serta Penyusunan Pelaporan Keuangan
dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan
oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Kota
Pekalongan terdiri dari serangkaian prosedur mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan
pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

Pasal 4

Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPD mengatur kegiatan akuntansi pada
satuan Kkerja perangkat daerah yang meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, beban, piutang, persediaan, aset tetap dan selain
kas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana
ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD mengatur kegiatan akuntansi pada
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang meliputi pencatatan atas
pendapatan, belanja, beban, pembiayaan, piutang, investasi, aset tetap,
kewajiban dan selain kas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas
sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Sistemn dan Prosedur Akuntansi Konsolidasi mengatur kegiatan akuntansi
pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dalam proses konsolidasian
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Sistem dan Prosedur Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana di
maksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam lampiran



yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota
Pekalongan.

BAB III
KETENTUAN FPENUTUP
Pasal 8

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota
Pekalongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur
Akuntansi Pemerintah Kota Pekalongan (Berita Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2014 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 30 September 2019

WALIKOTA PE AN,

M. SAELANY MACHFUDZ
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LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 57 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

BAB 1
SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DI SKPD

Dalam struktur Pemerintahan Daerah, satuan kerja merupakan entitas
akuntansi yang mempunyai kewajiban melakukan pencatatan atas
transaksi-transaksi yang terjadi di lingkungan satuan Kkerja. Dalam
konstruksi keuangan daerah, terdapat dua jenis satuan kerja, yaitu:

a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

b. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Meskipun memiliki perbedaan dalam kewenangan, dalam arsitektur
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), keduanya memiliki sifat
yang sama dalam akuntansinya, yaitu sebagai satuan kerja.

Kegiatan akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) meliputi
pencatatan atas pendapatan, belanja, beban, piutang, persediaan, aset
tetap dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD
berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran SKPD. PPK-SKPD
melakukan pencatatan transaksi pendapatan, transaksi belanja,
transaksi beban, transaksi aset (persediaan, piutang, investasi, dan aset
tetap) pada jurnal.

Secara berkala, PPK-SKPD melakukan posting pada buku besar dan
secara periodik menyusun Neraca Saldo sebagai dasar pembuatan
Laporan Keuangan, yang terdiri atas: Laporan Realisasi Anggaran,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan
Atas Laporan Keuangan.



4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE disusun berdasarkan data yang bersumber dari Ekuitas Awal
dan data perubahan ekuitas periode berjalan yang salah satunya
diperoleh dari Surplus/Defisit LO

5)Neraca
Neraca disusun dengan cara yaitu dengan cara mengambil data
akun-akun dengan kode rekening 1 (aset), 2 (kewajiban), dan 3
(ekuitas) pada kertas kerja Neraca yang telah digabungkan.

6) Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan
pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan
berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, dan
transitoris.

7) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang

penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan

yvang memadai, antara lain:

a) Informasi umum tentang Entitas Akuntansi dan Entitas
Pelaporan;

b) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan,
ekonomi regional/ekonomi makro;

c) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian
target;

d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan
kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas
transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada
lembar muka laporan keuangan, dan

f) informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar,
yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

WALIKOTA PEKA A

M. SAELANY MACHFUDZ
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